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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Seperti yang telah dikemukakan peneliti pada bab 1 dan 3, bahwa 

alasan peneliti dalam melakukan penelitian ini bukan hanya sekedar 

mengritik, akan tetapi memasukan nilai-nilai baru tanpa mengurangi 

makna nilai yang sudah ada sebelumnya. Peneliti menambahkan nilai-nilai 

Pancasila dalam kode etik profesi akuntan agar tampak ciri khas dari 

Indonesia yakni Pancasila itu sendiri. 

Sebagian dari nilai-nilai Pancasila yang bisa di masukan dalam 

kode etik profesi akuntan, sebenarnya sudah ada dalam aturan kode etik 

profesi akuntan. Namun, akan lebih baik akuntan Indonesia membuat 

kode etik tersendiri berdasarkan Pancasila atau menambahkan nilai-nilai 

baru dalam kode etik berdasarkan Pancasila.  

Semua nilai-nilai yang ada pada Pancasila bisa dijadikan patokan 

dalam menyusun nilai-nilai kode etik profesi akuntan. Nilai-nilai itu 

diantaranya: nilai religiusitas, nilai kebenaran, nilai gotong royong, nilai 

musyawarah mufakat dan nilai pertanggung jawaban. Nilai-nilai itu bisa 

kita masukan menjadi tambahan untuk prinsip kode etik profesi akuntan.  

Nilai Ketuhanan jika dimaknai dalam kode etik profesi akuntan 

Indonesia akan menjadi salah satu pelengkap prinsip etika profesi akuntan 

karena nilai-nilai religiusitas ini jika ada dalam diri seorang akuntan maka, 
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akuntan tersebut tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak terpuji 

mengingat segala sesuatu yang di lakukannya pasti akan dimintai 

pertanggungjawaban kepada sang kholik. Selanjutnya seorang akuntan 

dalam penyelidikannya sebagai seorang auditor harus menyampaikan 

hasil temuannya pada saat dilapangan secara jujur tanpa ada yang 

ditutupi, guna kesejahteraan bersama.  

Nilai-nilai gotong royong dan tolong menolong bisa di 

internalisasikan ke dalam kode etik. Namun dalam hal kerjasama antara 

auditor dan klien yang memberikan laporan keuangan perusahaan secara 

jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi untuk kesejahteraan besama. Akan 

tetapi seorang akuntan dalam hal ini auditor tidak bisa bekerja sama 

dengan klien dalam hal memberikan opini terhadap laporan keuangan 

perusahaan yang diaudit. Opini tersebut harus benar-benar sesuai yang 

ditemukan oleh seorang auditor. Lebih lanjut Seorang akuntan jika dalam 

aktifitas profesionalnya mengalami kendala maka harus diselesaikan 

dengan cara musyawara mufakat. Sehingga, nantinya dapat menghindari 

hal-hal yang akan merugikan perusahaan dan masyarakat bahkan diri 

sendiri.  

Tanggung jawab seorang akuntan tidak hanya hanya sebatas pada 

profesionalitasnya saja namun harus kepada seluruh pihak yang 

memerlukan pertanggung jawaban dari pekerjaannya termasuk Tuhan. 

Seorang akuntan juga harus bersikap objektifitas yakni jujur dalam 

melakukan aktifitas profesionalnya. Jika keduanya sudah di jalankan oleh 



 

69 
 

akuntan maka sila ke lima ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 

akan terpenuhi. 

Kode etik hanya sebatas aturan yang diharuskan dan dilaksanakan 

oleh seorang akuntan yang terkesan “memaksa”. Sementara jika kita lihat 

dari ke lima sila Pancasila yang menjadi ideologi negara yaitu “Ketuhanan, 

Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan” tidak ada nilai-nilai 

yang terkesan “memaksa”. Nilai-nilai Pancasila tanpa harus di paksakan 

pasti akan di taati oleh individu-individu (akuntan) karena Pancasila 

merupakan kode etik yang mengatur individu dalam bertindak layaknya 

seorang profesional dan dalam pengambilanu keputusan. 

Selanjutnya, kelebihan diterapkannya etika profesi akuntan 

Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila adalah lahirnya beberapa bentuk 

positif dari faktor religiusitas Pancasila. Religiusitas  ini akan menjadi 

pendorong bagi akuntan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang 

yang profesionalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

5.2 Saran  

Penelitian ini merupakan penelitian di Gorontalo yang mengungkap 

nilai-nilai Pancasila yang kemudian dikonstruksi kedalam kode etik profesi 

akuntan Indonesia, dalam hal ini kode etik profesi akuntan Indonesia. 

Untuk itu di masa yang akan datang akan ada penelitian-penelitian serupa 

yang mengangkat ideologi negara dan disandingkan dengan kode etik 

profesi akuntan Indonesia, agar dapat menjadi pelengkap dan penguat 

bagi kode etik profesi akuntan Indonesia. Tidak hanya itu peneliti juga 
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menginginkan akan ada penelitian tentang ideologi negara Indonesia yang 

disandingkan dengan ilmu akuntansi. 

Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi teoritis dan praktis kepada para dosen, mahasiswa, 

masyarakat, pemerintah serta khususnya pihak Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) agar kiranya mampu mengakomodasi dan mempertimbangkan ide-

ide dalam penelitian ini untuk dapat dimuat kedalam aturan tertulis 

pedoman kode etik profesi akuntan Indonesia. 

Harapan peneliti terbesar agar dengan adanya penelitian ini 

mampu memperkenalkan ideologi negara Indonesia ke jenjang 

Internasional. Selanjutnya keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti 

hanya melihat Pancasila dalam sudut pandang etika profesi akuntan yang 

berkaca pada delapan Prinsip Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk itu peneliti 

berharap akan ada perkembangan penelitian tentang akuntansi Pancasila 

dalam sudut pandang yang luas. 
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